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Abstract: This research aims to analyze the obstacles that are factors in the lack of profit
sharing financing at BMT UGT Nusantara. This research uses a qualitative
approach with phenomenological methods to examine the process of determining
financing schemes, implementing profit sharing financing and identifying the
causes of the lack of profit sharing financing at BMT UGT Nusantara. Data
collection was carried out through in-depth interviews with informants such as
financial managers, business managers, branch heads, account officers and
members of BMT UGT Nusantara. Apart from that, field observations and
analysis of financing documents were also carried out to obtain a comprehensive
picture. Data analysis was carried out using three analytical steps suggested by
Miles and Huberman (2007), namely data reduction, data exposure and
conclusion drawing or verification. The results of this research indicate that
determining the financing scheme is the internal authority of BMT UGT
Nusantara with the knowledge and approval of members. Financing with a profit
sharing scheme is only used for companies that are already established, while
small businesses use non-profit sharing financing. The lack of financing with a
profit sharing scheme is due to several obstacles such as high risk, quality of
human resources, asymmetric information, moral hazard, minimal understanding
of members and member preferences.
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1. PENDAHULUAN

Terdapat kesenjangan yang sangat besar antara teori dan realitas bagi hasil di lembaga
keuangan syariah. Secara teoritis, hampir semua model perbankan syariah berkomitmen
terhadap pembiayaan bagi hasil atau juga dikenal dengan istilah profit and loss sharing (PLS),
dan memang keuangan syariah identik dengan bagi hasil. Namun demikian praktik perbankan
syariah saat ini masih jauh dari model transaksi bagi hasil tersebut (Warde, 1999). Hampir
semua bank syariah menawarkan pembiayaan dengan model perdagangan (murabahah) atau
berdasarkan sewa (ijarah). Hanya sedikit transaksi yang menggunakan model bagi hasil
(mudharabah atau musyarakah) dalam praktik perbankan dan keuangan syariah (Dar &
Presley, 2000). Padahal skema pembiayaan PLS telah terbukti secara teoritis lebih unggul
dibandingkan skema pembiayaan lainnya dalam menghasilkan manfaat ekonomi makro.
Beberapa studi empiris juga telah dilakukan untuk membuktikan keunggulan ini pada kasus
Indonesia (Ascarya, 2013).

Sekalipun pembiayaan non-bagi hasil seperti murabahah dan ijarah secara umum
dibolehkan oleh para ulama, namun pembiayaan tersebut awalnya dicanangkan hanya bersifat
sementara, dan dirancang untuk memungkinkan bank syariah menghasilkan pendapatan
sambil membangun sumber daya dan pengalaman dalam pembiayaan bagi hasil. Sejak awal
pembiayaan non-bagi hasil bukanlah tujuan utama, baik karena tidak memberikan manfaat
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sosial dan ekonomi yang signifikan kepada masyarakat, atau karena secara praktek mirip
dengan pembiayaan konvensional (Warde, 1999). Dominasi pembiayaan non-bagi hasil pada
lembaga keuangan syariah pada akhirnya dapat membentuk persepsi di masyarakat bahwa
lembaga keuangan syariah tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Hal
ini tentu saja dapat menimbulkan risiko reputasi yang bisa melahirkan pandangan negative
masyarakat bahwa lembaga keuangan syariah tidak lebih dari sekedar branding, sedangkan
mindset para pelakunya sama saja dengan lembaga keuangan konvensional (Ascarya &
Yumanita, 2005).

Fenomena rendahnya pembiayaan berbasis bagi hasil juga terjadi pada Lembaga
keuangan mikro syariah (LKMS), seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Beberapa
penelitian tentang BMT menunjukkan bahwa pembiayaan non-bagi hasil seperti murabahah
justru lebih mendominasi dibanding pembiayaan bagi hasil seperti mudharabah (Mubhlis,
2016; Hamidah et al., 2022; Alam et al., 2023). Hasil survey terhadap 396 BMT yang tersebar
di pulau jawa pada tahun 2013 menemukan bahwa pembiayaan berbasis akad murabahah
pada BMT mencapai angka 68,45 persen, jauh di atas pembiayaan yang lain (Sakti, 2013).

BMT yang merupakan alternative perbankan syariah dalam menjangkau masyarakat
menengah ke bawah, secara teori juga dibangun di atas prinsip bagi hasil. Sejak awal
berdirinya, BMT ditujukan untuk meningkatkan perekonomian usaha kecil dan menengah
(UKM) dalam rangka pengentasan kemiskinan dengan menerapkan pembiayaan berbasis bagi
hasil (KNKS, 2019). Salah satu BMT terbesar di Jawa Timur, menurut Kementerian Koperasi
dan UMKM adalah BMT UGT Nusantara yang berkantor pusat di Kabupaten Pasuruan.

BMT UGT Nusantara menduduki peringkat ke-3 dalam daftar 100 Koperasi Besar
Indonesia versi tahun 2021 vyang diterbitkan oleh majalan Peluang Jakarta
(bmtugtnusantara.co.id). Hingga saat ini BMT UGT Nusantara sudah memiliki 298 kantor
cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas yang tersebar di 10 provinsi se Indonesia.
Namun demikian, hasil survey terhadap data keuangan BMT UGT Nusantara tahun 2018-
2023, menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun pembiayaan dengan skema bagi hasil sangat
rendah dibanding pembiayaan dengan skema non-bagi hasil.

1. 600.000.000.000
1.400 0.00(
1 200 oo
1.000.000.000.000
200 B O -
400.000.000.000 3
200.000.000.000 ' 3
2018 2019 2020 2021 2022 2023

B Murabahat B ljarab Kafalah Mudharabah B Musyarakah

Gambar 1.
Pembiayaan BMT UGT Nusantara berdasarkan jenis akad
Sumber: BMT UGT Nusantara (diolah)

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat dengan jelas bagaimana rendahnya pembiayaan
bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) di BMT UGT Nusantara dibandingkan pembiayaan
non bagi hasil (murabahah dan ijarah). Kondisi tersebut berlangsung konsisten setiap



Edunomika — Vol. 08, No. 04, 2024

tahunnya, setidaknya dalam enam tahun terakhir. Bahkan di saat pembiayaan dengan skema
murabahah maupun ijarah mengalami kenaikan signifikan di dua tahun terakhir, pembiayaan
dengan skema bagi hasil di BMT UGT Nusantara justru tetap rendah seperti tahun-tahun
sebelumnya bahkan mengalami penurunan pada tahun 2023.

Menurut beberapa penelitian, faktor penyebab rendahnya pembiayaan bagi hasil yang
paling banyak ditemukan di lembaga keuangan syariah adalah tingginya risiko, Asymmetric
information dan moral hazard (Ascarya, 2013; Muhlis, 2016; Trisanty, 2018; Yustiardhi et
al., 2020; Sabrina & Majid, 2020). Penyebab lainnya adalah lack of awareness, kendala
regulasi dan tingkat pengembalian yang rendah (Khan et al., 2020). Permasalah lainnya
adalah proses evaluasi pembiayaan yang sulit (Yustiardhi et al., 2020), kurangnya kualitas dan
kuantitas sumber daya manusia, kurangnya inovasi produk, kurangnya sosialisasi, kurangnya
pengetahuan masyarakat terhadap produk perbankan syariah, dan rendahnya permintaan
(Sabrina & Majid, 2020).

Namun demikian penelitian-penelitian tersebut lebih banyak dilakukan pada bank
syariah. Sementara penelitian faktor rendahnya pembiayaan bagi hasil pada BMT masih
sangat minim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala-kendala yang menjadi
faktor penyebab minimnya pembiayaan bagi hasil di BMT UGT Nusantara.

Pembiayaan bagi hasil atau Profit and loss sharing (PLS) merupakan salah satu bentuk
pembiayaan yang sangat penting bagi lembaga keuangan syariah untuk membebaskan sistem
dari praktik riba atau bunga (Ascarya, 2010). Menurut Chapra (1979), konsep bagi hasil atau
PLS adalah konsep awal yang mendasari perbankan dan keuangan Islam. Paradigman PLS
yang dibangun oleh para cendekiawan muslim, selain bentuk penerapan syariah dan
penghapusan transaksi berbasis bunga, juga sebagai upaya menegakkan keadilan social. PLS
mengacu pada apa yang disebut transaksi partisipatif dalam dunia keuangan terutama melalui
konsep mudharabah dan musyarakah (Nor & Ismail, 2020).

Ada tiga alasan menurut Warde (1999), yang menjadikan PLS dianggap sebagai landasan
keuangan Islam. Pertama, Mudharabah dan musyarakah berakar pada tradisi Islam. Pada
zaman Nabi Muhammad SAW, pedagang kaya biasa membiayai perdagangan kafilah. Mereka
akan mendapat bagian keuntungan dari keberhasilan usaha, namun juga dapat kehilangan
seluruh atau sebagian investasi mereka jika, misalnya, barang dagangan rusak, dicuri, hilang,
atau dijual dengan harga kurang dari biayanya.

Kedua, hal ini berakar dari keraguan tradisional (umumnya terjadi pada sejumlah agama
dan masyarakat) mengenai bunga. Karena risiko ditanggung bersama oleh pemberi pinjaman
dan peminjam, pembagian keuntungan dan kerugian adalah adil dan merata—pemberi
pinjaman yang kaya tidak dapat mengambil keuntungan dari peminjam yang tidak punya
uang. Ketiga, hal ini kondusif bagi perekonomian yang dinamis dimana manfaat pertumbuhan
dirasakan oleh masyarakat luas.

Pembiayaan PLS dinilai paling dekat dengan semangat keuangan Islam, dengan prinsip-
prinsip inti ekuitas dan partisipasi serta hubungan yang kuat dengan kegiatan ekonomi riil.
Pembiayaan ini membantu mendorong distribusi pendapatan yang lebih adil, yang mengarah
pada alokasi sumber daya yang lebih efisien (Hussein et al., 2016). Beberapa penulis
menyatakan bahwa menurut model teoritis yang dikembangkan oleh ekonom Muslim,
lembaga keuangan Islam berbasis PLS lebih unggul daripada lembaga keuangan komersial
berbasis bunga dalam hal pemerataan, efisiensi, stabilitas dan pertumbuhan (Ascarya, 2013).
Ada dua jenis pembiayaan PLS: mudharabah dan musyarakah.

Mudharabah adalah kontrak kerjasama antara dua pihak dengan tujuan untuk berbagi
keuntungan, di mana satu pihak menyediakan modal sepenuhnya dan pihak lain menyediakan
keahlian manajemen dalam pengelolaan modal. Pemodal disebut dengan shahibul maal
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sedangkan pengelola disebut mudharib. Pembagian keuntungan antara kedua pihak ditentukan
oleh kesepakatan bersama. Jika terjadi kerugian maka sepenuhnya ditanggung oleh pemodal,
kecuali kerugian disebabkan kelalaian atau pelanggaran kontrak oleh pengelola, maka
kerugian tersebut menjadi tanggungjawab pengelola (Song & Oosthuizen, 2014). Pengelola
tidak menginvestasikan apa pun dalam bisnis kecuali modal manusianya dan tidak menuntut
upah apa pun untuk menjalankan bisnis. Jika terjadi kerugian, pemodal kehilangan modalnya
sebesar kerugian tersebut, dan pengelola kehilangan semua tenaga kerjanya. Kemauan untuk
menanggung risiko kerugian membenarkan pembagian keuntungan bagi pemodal (Omar &
Abdel-Haqg, 1996).

Di sisi lain, musyarakah adalah kontrak kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk
suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan
keuntungan dan resiko ditanggung bersama berdasarkan rasio yang telah disepakati
sebelumnya. Para cendekiawan seperti Chapra (2007), berpendapat bahwa pembiayaan
musyarakah merupakan ruh pembiayaan yang sejati dalam Islam karena ia mengedepankan
keadilan yang merupakan visi utama Islam. Hal ini karena pembiayaan musyarakah
menerapkan prinsip pembagian risiko sehingga risiko bisnis tidak hanya dibebankan kepada
pengusaha. Selain itu, terdapat distribusi pembiayaan yang adil karena tidak terbatas pada
mereka yang memiliki agunan dan dukungan finansial yang kuat untuk membayar keuntungan
yang telah ditentukan (Nor & Ismail, 2020).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan
fenomenologi. penelitian fenomenologi adalah penelitian yang mendeskripsikan atau
menggambarkan mengenai pengalaman atau fenomena yang terjadi atau dialami oleh
seseorang (Creswell, 2013). Dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian
ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Pihak pihak yang diwawancarai dalam
penelitian ini internal BMT UGT Nusantara dan anggota BMT UGT Nusantara selaku
penerima pembiayaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dengan beberapa pihak internal
BMT UGT Nusantara, diketahui bahwa penentuan skema pembiayaan di BMT UGT
Nusantara berdasarkan pertimbangan kebutuhan anggota atau berdasarkan jaminannya.
Penentuan skema pembiayaan dilakukan oleh pihak BMT atas persetujuan anggota yang
mengajukan pembiayaan. Sebelum melakukan perjanjian, pihak BMT terlebih dahulu
menjelaskan kepada anggota terkait akad dan skema pembiayaan yang akan digunakan.
Berikut hasil wawancara peneliti dengan Abdussalam, manajer keuangan BMT UGT
Nusantara mengenai proses penentuan skema pembiayaan: Proses penentuan skema
pembiayaan di BMT UGT Nusantara dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: identifikasi
kebutuhan anggota, penilaian kelayakan, pemilihan skema pembiayaan, penetapan margin
atau nisbah, persetujuan akad. Dalam menyalurkan pembiayaan, BMT UGT Nusantara lebih
banyak menggunakan pembiayaan non-bagi hasil daripada pembiayaan bagi hasil. Hal ini
diungkapkan oleh Farhan, kepala cabang khusus, yang mengatakan: Sangat jarang
menggunakan akad bagi hasil. Biasanya pembiayaan bagi hasil untuk kerjasama dengan
perusahaan, bukan perorangan. Kalau pedagang kecil pakai akad biasa, bukan bagi hasil
karena tidak punya pencatatan usaha yang detail.
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Pernyataan serupa juga disampaikan oleh manager bisnis BMT UGT Nusantara, Sholeh
Wafie, yang mengatakan: Implementasi pembiayaan bagi hasil dilakukan melalui monitoring
berkala dan evaluasi kinerja usaha berdasarkan laporan keuangan. Kriteria pembiayaan bagi
hasil meliputi penggunaan untuk modal usaha produktif dan anggota memiliki sistem
pencatatan akuntansi yang memadai. Diantara pembiayaan bagi hasil yang disalurkan BMT
UGT Nusantara adalah kerjasama dengan M2M dan Toko Basmalah.”

Menurut internal BMT, minimnya penggunaan skema bagi hasil di BMT UGT Nusantara
disebabkan beberapa kendala. Diantaranya sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdussalam,
manajer keuangan BMT UGT Nusantara, yang mengatakan: Kendala dalam menyalurkan
pembiayaan bagi hasil di BMT UGT Nusantara antara lain, pertama kesulitan dalam
monitoring usaha. Kebanyakan anggota tidak mampu menyajikan laporan keuangan yang
valid atau lengkap. Kedua, Fluktuasi keuntungan. Hal ini bisa menjadi risiko bagi BMT.
Ketiga, kurangnya pemahaman akad. Beberapa anggota kurang memahami cara kerja akad
bagi hasil. Keempat, minimnya SDM untuk Pengawasan. Kelima, potensi risiko moral hazard
anggota, di mana anggota bisa melaporkan keuntungan yang lebih rendah dari yang
sebenarnya. Peneliti juga mewawancarai beberapa anggota BMT UGT Nusantara untuk
melakukan konfirmasi. Ketika ditanya prihal akad atau skema pembiayaan, kebanyakan
anggota tidak paham dengan skema pembiayaan yang mereka ambil, selain juga karena
pembiayaannya sudah lama sehingga mereka lupa. Seperti Maria Ulfa yang sudah menjadi
Anggota BMT lebih dari tujuh tahun. Beliau mengambil pembiayaan dari BMT UGT
Nusantara untuk mengembangkan usaha produksi mukenahnya. Ketika ditanyakan prihal
akad dan skema pembiayaan beliau menjawab sebagai berikut: Saya gak paham akadnya apa,
sudah lupa. Waktu itu saya ikut apa kata petugas BMT saja. Saya gak tau juga keuntungan
sebulan berapa, gak mencatat sebulan untungnya berapa.

3.2 Pembahasan

a. Penentuan skema pembiayaan
Berdasarkan hasil penelitian diketahuai bahwa penentuan skema pembiayaan merupakan
wewenang BMT UGT Nusantara, namun demikian, saat dilangsungkan akad perjanjian,
anggota tetap mendapatkan penjelasan mengenai skema pembiayaan yang akan
digunakan. Meski mendapatkan penjelasan dari pihak BMT, kebanyakan anggota kurang
memahami perbedaan setiap skema dan memilih mengikuti arahan karyawan BMT dalam
penentuan skema pembiayaan yang digunakan. Anggota lebih berfokus terhadap besarnya
cicilan yang harus dibayar setiap bulannya, serta kemudahan administrasi.

b. Implementasi pembiayaan bagi hasil
BMT UGT Nusantara sangat selektif dalam menggunakan skema pembiayaan bagi hasil.
Pembiayaan bagi hasil di BMT UGT Nusantara hanya diperuntukkan bagi usaha yang
sudah established dan memiliki pencatatan usaha serta manajemen yang baik. Oleh
karena itu, penggunaan skema bagi hasil tidak banyak dipilih oleh BMT UGT Nusantara
untuk membiayai usaha-usaha kecil karena ketidakmampuan pemilik usaha kecil untuk
menghitung dan melaporkan keuntungaan dan kerugian usaha mereka.

c. Kendala pembiayaan bagi hasil
Kendala-kendala yang menjadi faktor minimnya pembiayaan bagi hasil di BMT UGT
Nusantara adalah sebagai berikut: Pertama, risiko ketidakpastian pendapatan. Sebagai
lembaga intermediasi yang mengelola dana anggota, BMT UGT Nusantara
bertangunggjawab untuk memberikan profit kepada pemilik dana (debitur). Karena itu
BMT cenderung menghindari pembiayaan yang tidak memberikan kepastian pendapatan,
seperti pembiayaan bagi hasil, yang bahkan berisiko mengalami kerugian. Kedua,
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minimnya kemampuan SDM BMT UGT Nusantara dalam melakukan penilaian terhadap
usaha anggota yang mengajukan pembiayaan. Salah satu pertimbangan dalam
menentukan skema pembiayaan adalah hasil survey terhadap usaha anggota. Saat ini
SDM BMT belum memiliki kemampuan yang mumpuni untuk menilai usaha anggota
secara detail. Kesalahan dalam menilai usaha anggota sangat berisiko menyebabkan
kerugian bagi BMT sendiri. Ketiga, selain harus melakukan penilaian secara detail, dalam
pembiayaan bagi hasil, pihak BMT juga dituntut untuk melakukan monitoring secara
berkala terhadap usaha anggota, yang hal ini tentu sangat menguras waktu dan tenaga
karyawan BMT jika skema pembiayaan bagi hasil banyak digunakan. Keempat,
asymmetric information yang disebabkan tidak adanya pencatatan usaha yang baik dari
anggota. Sebagaimana diketahui bahwa dalam akad bagi hasil, pencatatan usaha adalah
hal mutlak yang tidak bisa ditinggalkan. Dalam pembiayaan bagi hasil, laporan keuangan
merupakan dasar untuk menentukan pembagian keuntungan antara BMT dan anggota.
Kebanyakan anggota pemilik usaha kecil tidak memiliki pencatatan usaha yang memadai,
sehingga BMT kesulitan untuk mengimplementasikan pembiayaan bagi hasil. Kelima,
moral hazard, dimana anggota menyembunyikan keuntungan yang sebenarnya dengan
memanipulasi laporan keuangan usahanya. Ada kecenderungan anggota merasa keberatan
untuk berbagi keuntungan dengan BMT, terlebih jika keuntungan usahanya besar.
Keenam, preferensi anggota. Ada kecenderungan anggota lebih memilih pembiayaan
dengan margin yang pasti, seperti skema jual beli atau sewa. Selain karena dianggap lebih
simple, juga ada keengganan untuk berbagi keuntungan yang besar dengan BMT jika
semisal usaha anggota sudah stabil. Ketujuh, minimnya pemahaman anggota terhadap
macam-macam akad dan skema pembiayaan. Meski ada penjelasan dari pihak BMT saat
akan melakukan akad pembiayaan, anggota sekedar mengikuti arahan atas skema
pembiayaan yang sudah ditentukan pihak BMT. Anggota lebih memperhatikan besaran
cicilan yang harus dibayarkan setiap bulannya dan cenderung tidak mempermasalahkan
skema pembiayaan yang digunakan saat melakukan perjanjian pembiayaan. Sebagian
anggota bahkan menganggap setiap margin pembiayaan, apapun akadnya, merupakan
bagi hasil dengan BMT.

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Penentuan skema pembiayaan merupakan wewenang BMT UGT Nusantara dan atas

persetujuan anggota. Skema pembiayaan ditentukan berdasarkan tujuan pembiayaan, hasil
survey dan pertimbangan jaminan yang dimiliki anggota. Meski BMT UGT Nusantara
menyediakan produk pembiayaan bagi hasil, namun implementasinya sangat minim. BMT
UGT Nusantara sangat selektif dalam penyaluran pembiayaan bagi hasil. Hanya perusahaan
yang sudah mapan yang diberi pembiayaan dengan skema bagi hasil. Sementara usaha-usaha
kecil diarahkan untuk menggunakan pembiayaan dengan skema non-bagi hasil. Beberapa
kendala yang menjadi faktor penyebab minimnya pembiayaan bagi hasil pada BMT UGT
Nusantara adalah sebagai berikut:

a.
b.

C.

Menghindari risiko ketidakpastian keuntungan pada pembiayaan bagi hasil

Keterbatasan kompetensi SDM BMT UGT Nusantara untuk melakukan penilaian dan
monitoring terhadap usaha anggota.

Keengganan BMT untuk berusaha, dikarenakan pembiayaan bagi hasil membutuhkan
penanganan ekstra dibanding pembiayaan non-bagi hasil

Asymmetric information, sebab tidak adanya pencatatan usaha yang baik dari anggota.
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e. Moral hazard anggota, dimana anggota dapat memanipulasi laporan keuangan untuk
menyembunyikan keuntungan yang sebenarnya
f. Preferensi anggota yang cenderung lebih memilih pembiayaan dengan margin yang pasti
karena dianggap lebih simpel
g. Keengganan berbagi keuntungan yang besar dengan BMT dalam menjalankan usaha
dengan ekspektasi keuntungan yang tinggi
h. Minimnya pemahaman anggota terhadap macam-macam akad dan skema pembiayaan di
BMT
4.2. Saran
BMT UGT Nusantara disarankan untuk dapat meningkatkan kemampuan SDM nya
dalam melakukan penilaian dan monitoring pembiayaan bagi hasil. Selain itu BMT juga
diharapkan mengadakan pembinaan dan pelatihan pencatatan usaha bagi para anggota yang
memiliki usaha kecil, agar usaha anggota lebih berkembang dan memiliki laporan keuangan
yang transparan. BMT UGT Nusantara juga perlu lebih aktif dalam mensosialisasikan
pembiayaan bagi hasil terhadap para anggotanya.
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